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WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta
dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan
pengamanan penerimaan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2);



Menetapkan :

16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 14
SERI B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kota Balikpapan.

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas
Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu
di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan yang selanjutnya dsingkat SSPD BPHTB
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain
yang ditunjuk oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan
data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

8. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai
perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

9. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP
adalah harga transaksi yang tercantum dalam akta jual beli
atau harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.

10. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah
nomor identifikasi objek pajak bumi dan bangunan yang
mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar
dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi
kelurahan.



11.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah Bank atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran atau
penyetoran Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dari
Wajib Pajak.

BAB II

PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

Pasal 2

BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau
Kuasanya dengan menggunakan SSPD ke tempat
pembayaran BPHTB.

Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada saat:

a. sebelum dibuat dan ditandatanganinya akta dalam hal
jual beli, tukar menukar, hibah, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha,
peleburan usaha, dan hadiah;

b. dilakukan pendaftaran hak oleh pejabat Badan
Pertanahan Nasional dalam hal waris dan hibah wasiat;

c. ditunjuknya pemenang lelang dalam hal dilakukan
pelelangan;

d. ditandatanganinya Keputusan pemberian hak oleh Pejabat
Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemberian hak
baru;

e. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 3

SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dipergunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan
untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan
bangunan.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6
(enam) rangkap, yaitu:

a. lembar ke 1 : untuk Wajib Pajak;

lembar ke 2 : untuk PPAT/Notaris/Kantor Lelang;

lembar ke 3 : untuk Pejabat Kantor BPN;

lembar ke 4 : untuk Dinas Pendapatan Daerah;

lembar ke 5 : untuk Bendahara Penerima;

o a0 o

lembar ke 6 : untuk Bank atau tempat pembayaran lain
BPHTB.

Formulir SSPD dapat diambil oleh Wajib Pajak di Dinas
Pendapatan Daerah dan/atau Kantor PPAT/Notaris



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan SSPD BPHTB yang telah diisi secara lengkap
dan benar ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh
SSPD lembar ke-1, SSPD lembar ke-2, SSPD Lembar ke-3,
dan SSPD lembar ke-4.

SSPD lembar ke-5 disimpan oleh Bendahara Penerima Dinas
Pendapatan Daerah sebagai arsip.

SSPD lembar ke-6 disimpan oleh Bank atau tempat
pembayaran lain BPHTB.

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

SSPD BPHTB setelah diverifikasi oleh Dinas Pendapatan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan
kepada masing-masing Pihak sebagaimana ketentuan dalam
Pasal 3 (2).

Pasal 5

Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, maka
pengisian SSPD tetap dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
mencantumkan keterangan nihil.

SSPD nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui
oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang dan diverifikasi oleh
Dinas Pendapatan Daerah.

SSPD Nihil setelah diverifikasi oleh Dinas Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada
masing-masing Pihak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3

(2).

Pasal 6

Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(5) dan Pasal 5 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 7

Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SSPD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

BAB III
PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB
Pasal 8

Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan Penelitian SSPD
BPHTB atas SSPD BPHTB yang ditandatangani Wajib Pajak,
PPAT, Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
atau Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional yang sudah
tertera bukti lunas dari bank atau tempat pembayaran lain,
baik secara elektronik ataupun manual yang disampaikan
oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Dalam hal BPHTB terutang nihil, Penelitian SSPD BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD
BPHTB ditandatangani oleh Wajib Pajak, Pejabat Pembuat
Akta Tanah atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang atau Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional
yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan tidak memerlukan bukti lunas dari bank.

Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud ayat 1
dan ayat 2 Wajib Pajak atau kuasanya menyampaikan SSPD
BPHTB dan formulir permohonan penelitian.

Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
telah terpenuhi, Pejabat yang membidangi menindaklanjuti
dengan:

a. mencocokan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB
dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau
Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan lainnya;

b. mencocokan NJOP bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per
meter persegi pada Basis Data PBB;

c. mencocokan NJOP bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan
per meter persegi pada Basis Data PBB;

d. meneliti kebenaran perhitungan NJOP PBB;

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi
komponen NPOP, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak
tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang
harus dibayar;

f. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan NPOPTKP yang dihitung
sendiri;



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat,
atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 10

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB
apabila diperlukan.

Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil
Penelitian Lapangan.

Pasal 11

Pejabat yang membidangi sebagaimana dimaksud Pasal 9
ayat 1 wajib menyelesaikan Penelitian SSPD BPHTB dalam
jangka waktu:

a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya
SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian
Lapangan SSPD BPHTB;

b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya
SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan
SSPD BPHTB;

Berdasarkan Penelitian SSPD BPHTB dan/atau Penelitian
Lapangan SSPD BPHTB ternyata BPHTB yang harus disetor
lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor oleh Wajib
Pajak, maka Wajib Pajak berkewajiban untuk melunasi
kekurangan tersebut.

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu
penyelesaian penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung
sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan
tersebut.

SSPD BPHTB yang telah dilakukan penelitian, ditandatangani
oeh Pejabat dan distempel dengan stempel Dinas Pendapatan
Daerah.

Pasal 12

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud
Pasal 11 ayat (4) masih dapat diterbitkan:

a.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Kurang Bayar (SKPDKB) apabila berdasarkan
pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB
terutang kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum



terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB

c. Surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (STPD) apabila pajak yag terutang tidak atau
kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB
terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak
dikenakan sanksi adminisrasi berupa denda dan/atau
bunga.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Wajib Pajak yang
belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
maka:

a. Harga NPOP dihitung berdasarkan harga setelah berlakunya
Peraturan Walikota ini;

b. NPOPTKP yang berlaku adalah NPOPTKP sesuai Peraturan
Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 April 2013
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 10



LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BEA

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 1

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB)

Lembar 1
Untuk Wajib Pajak

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Sebagal buki Pembayaran

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP-PBB )

NO. URUT
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
r
A-"L Nama Wajib Pajak HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEN
r
2 NPWP (] 0] 0] O 0] O]
r
3. Aamat Wajib Pajak ...................................................................................................................................................
r r
4. Kelurahan & e 5 RT Kecamatan - crrrrerereeeeseeseees e
77 78
. KOta ............................................................................. . NOTeID ......................................
r
B."% Nomor objek Pajak vopypee 1 | [ 1] [T T 1 [T T1 [T T] [CILTT] [
r
2. Letak Tanah dan atau Bangunan ......................................................................................................................................
r r
3 Kelurahan T e 4 RT
"s "6
CKecamatan e Kota
Luas NJOP PBB /M2
Uraian Diisi luas tanah dan Bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOP PBB / M2
yang haknya diperoleh terbiny a perolehan hak / Tahun
Tanah (Bumi) 7 M2 | 9 |Rp 1 (Rp. [angka 7 x angka 9
Bangunan 8 M2 [10fRp 12|Rp. | angka 8 x angka 10
NJOP  PBB |13|Rp. |angka11+angka12
r
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan DjM. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp |
"16. NOMOT SEIKAT 1 ceeeeeeee oo oo
C. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhitungan Waijib Pajak )
"1, Nili Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14 1 (> Rp.
"2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. | Rp.
"3, Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkal-angka2 [ 3. [P Rp.
"4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4. (p> Rp.
s, Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat/ Pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5. [P Rp.
"6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 6. (> Rp.

Jumlah Setoran Berdasarkan :
D a. Perhitungan Wajib Pajak

o

D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)  No.

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi :

JUMLAH YANG DISETOR ( dengan angka ) :

Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP :

00313.0012

Tanggal : covvviiieii e,
Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.

mnl

Dengan huruf

[

(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

Balikpapan, ..................

WAJIB PAJAK / PENYETOR

MENGETAHUI :
PPAT / NOTARIS

DITERIMA OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal, ..o

Telah Diverifikasi
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap stempel dan tanda tangan

Nama lengkap stempel dan tanda tangan

Nama lengkap stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh

Petugas Dipenda

Nomor Dokumen

NOP. PBB Baru




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 2

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2

(SSPD-BPHTB) Untuk PPAT/Notaris/Kantor

Lelang Sebagai Arsip

BERFUNGSI| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP-PBB)

NO. URUT

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A.

1

NamawajbPajak L | | | [ I [T PTTITTTTTIPTTIPTTIITT T
2 NPWP :||||||||||||:||:|:|:||:|:D

3. Aamat Wajib Pajak ORI
* Kelurahan T -6 Kecamatan -
" Kota 8 No. Telp.
B L Nomor Objek Pajak vorypes |1 | L1 LT[ L0 O] LT O
2. Letak Tanah dan atau Bangunan PP
3. Kelurahan SN 4. RT 5 e
5. Kecamatan SN 6. Kota G e
Luas NJOP PBB /M2
Uraian Diisi luas tanah dan Bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOP PBB / M2
yang haknya diperoleh terbitnya perolehan hak / Tahun
Tanah (Bumi) 7 M2 | 9|Rp 1 (Rp. [T g ]
Bangunan 8 M2 |10]Rp 12(Rp. angka 8 X angka 1
NJOP PBB |13|Rp. m
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan I:l:’ 14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp |
16. Nomor Sertifikat PO
C. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak )

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14 1 (P> Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2. [p> Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkal-angka2 | 3. (p» Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4.|p> Rp.
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat/ Pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5. [P Rp.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 6. > Rp.

D.

Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qg. BPHTB MAP : 00313.0012

I:I a. Perhitungan Wajib Pajak
D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)  NO.  ..ouiviviieiiiee e eeneeeeens Tanggal @ .ovvvvveiiiiiii
I:I ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : EI:’ % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No

e
JUMLAH YANG DISETOR ( dengan angka ) : Dengan huruf
R |
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI : DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi
Balikpapan, ...........cccocevieiieiiiiiiie PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
WAJIB PAJAK / PENYETOR Tanggal, ....ovvv e KOTA BALIKPAPAN
—NamaTengkap dan Tanda tangan NamaTengkap Stempel dan fanda Tangan” —Nara Tengkap Stempel dan Tanda tangam — Nara Tergkap Stempel dan Tanda tangam

Hanya disi oleh Nomor Dokumen (L1111t rtrtrrrryrtrl

Petgas Dipnda DR G (1] O] O O O 11 O




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 3

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD-BPHTB)

Lembar 3
Untuk Kepala Kantor

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bidang Perianahan

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP-PBB)

NO. URUT

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

r .
A% Namawajibpaiak LI [ [ [ [ [ [[[TTT[[IITITTTTTTTTTTTTT]
r .
2 NPWP [0 L] O O O 1
L¢ .
S Mamat Wajib Pajak T rrer e
r Le Lg
4. Kelurahan =~ ¢ e 5 RT : . 6. Kecamatan - crrereeeeeeesesesseeniei
r "8
. Kota ............................................................................. . NO.Telp. ......................................
r
B."L Nomor Objek Pajak (vorypee [ | ] [T ] [T T 1 [T T [TT][CITTT] []
r
2 Letak Tanah dan atau BANMQUNAN - rrrrr s s
r r
S Kelurahan T e SRT T
rs "6
©Kecamatan Kota e
Luas NJOP PEB7V2
Uraian Diisi luas tanah dan Bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOP PBB / M2
yang haknya diperoleh terbitnya perolehan hak / Tahun
Tanah (Bumi) 7 M2 (9 (Rp LL|Rp. [T g
Bangunan 8 M2 | 10{Rp 121Rp. | angka 8 x angka 10 |
NJOP PBB |13|Rp. M‘
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan El:’ 14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp |
16 Nomor Serffikal 1 oo
C. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak )
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14 1 (P Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2.(p> Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkal-angka2 |3, |pp» Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x agka3 |4 | Rp.
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat/ Pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 | 5 [ Rp.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 6. [P Rp.
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : 00313.0012
I:l a. Perhitungan Wajib Pajak
.................................... Tanggal © .oooovviiiii

D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)  No.

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : El:l%

|:|d.

JUMLAH YANG DISETOR ( dengan

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.

angka ) : Dengan huruf

LR

(berdasarkan perhitungan C.4 dan piihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

Balikpapan, .................
WAJIB PAJAK / PE

NYETOR

Nama lengkap dan tanda tangan

Telah Diverifikasi
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

DITERIMA OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal, ... cvvve e

MENGETAHUI :
PPAT / NOTARIS

Nama lengkap stempel dan tanda tangan Nama lengkap stempel dan tanda tangan ama lengkap stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh

Petugas Dipenda NOP. PBB Baru

Nomor Dokumen




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 4

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4

(SSPD-BPHTB) Untuk DISPENDA

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEVMBERITAHUAN OBJEK PAJAK dalam Proses peneliian
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP-PBB)

NO. URUT
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A Namawajopaak [ L T T T T T T T T T TTTTTTTITTITITITITTITITITITT]
"2 Npwp (L) L O OO0 O 1]
"3, Aamat Waj|b Pajak e ettt ettt ettt eee e e+ eeeeae e+ eeeaea e eae ettt eaeeaea e e e ea e eae e e aae et ea e eae e ea e e e e areaae s
"a, Kelurahan e, "5 RT & ot e "6. KECaMatan =  «reoeresoeomsesssininsessnnnns
r . r .
7. Kota e e e e e e e e e e e aaaas 8. No. Telp. PN
B. :1' Nomor Objek Pajak (NOP) PBB L) o) o e ey et D
2. Letak Tanah dan atau Bangunan e ettt et et eee e ee e eae e e e+ ee et eae e ee e ettt ea e e e ee e aae e e ae e aaaas
"3 kelurahan s "4 RT e
r . 4 .
5 Kecamatan PP 6 Kota 1 e
Luas NJOP PBB7VE
Uraian Diisi luas tanah dan Bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOP PBB / M2
yang haknya diperoleh terbitny a perolehan hak / Tahun
Tanah (Bumi) 7 M2 | 9 Rp 1Re. [aga T angaT |
Bangunan 8 M2 | 10]Rp 12(Rp. [FoeEragaT]
NJOP PBB |13|Rp. m
"5, Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan I:ljm Harga transaksi / Nilai Pasar Rp |

"6. Nomor Sertifkat

C. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak )
"1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14 1 [p> Rp.
"2, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2.(p> Rp.
"3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkal-angka2 |3 [P Rp.
"4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3[4, |p> Rp.
s, Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat/ Pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5 | Rp.
"6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 6. [P Rp.
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qg. BPHTB MAP :

|:| a. Perhitungan Wajib Pajak
I:l b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)  NO. ...cvviiviiiiiiiiriiiiiiiiieineins Tanggal : ...ooviiiiiii
D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : El:l % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.

e
JUMLAH YANG DISETOR ( dengan angka ) : Dengan huruf
[ |
(erdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI : DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi
Balikpapan, ...........ccorioien e PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
WAJIB PAJAK / PENYETOR Tanggal, ... ..ocvvviveie e KOTA BALIKPAPAN
~ Namalengkap dan tanda tangan “Nama lengkap stempel dan tanda tangan_ "~ Nama lengkap stempel dan tanda tangan ama lengkap stempel dan tanda tangan
Hanya diisi oleh Nomor Dokumen ([ (LTl rtitrttrrrltll
Petges Dipenda WEA A e EEREEREEEREEEREEEREERERE




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 5

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5§

( SSPD-BPHTB ) Untuk Bank yang ditunjuk

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEVMBERITAHUAN OBJEK PAJAK I Bendahara Penerima
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP-PBB )

NO. URUT
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
A7 Namawajibpaik L[ [ [T [ [ [[[TTTITIITTTTIIIITTTTIITT]]
2 Npwp L) O] ) O ) 1
"3. Aamat Wajlb Pajak PPN
"4 Kelurahan s "5ORT © e e "B Kecamatan i e
¥ g
7 Kota P N ISR U T B No.Telp, 7
B."L Nomor objek Pajak voPypee ([ 1 | [T ] [T [ CIT] L] CLTTT O
r.
2. Letak Tanah dan atau Bangunan ......................................................................................................................................
3. . 4. .
Kelurahan T RT EEERAAAAAE AR
F L4
5. Kecamatan e e e 6. Kota PP
NJOP PBB M2
Uraian Diisi luas lanlizzn Bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOP PBB / M2
yang haknya diperoleh terbitny a perolehan hak / Tahun
Tanah (Bumi) 7 M2 | 9 (Rp L1|Rp. [T AT
Bangunan 8 M2 |10(Rp 12Rp. [Foa s ¥ a0
NJOP PBB |[13|Rp. M
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan El:IM. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp |

16. Nomor Sertifikat O PP P P PPTN

C. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak )

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14 1 (P> Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2.[p> Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkal-angka2 | 3. [ Rp.
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5 % x angka 3 4. | Rp.
5. Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat/ Pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 | 5. | Rp.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 6. (> Rp.

Jumlah Setoran Berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH qq. BPHTB MAP : 00313.0012

D a. Perhitungan Wajib Pajak
D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)  NO. ...vviiiieieiiciieiee v Tanggal © .oovvviiiiii

D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : D] % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.
Oe

JUMLAH YANG DISETOR ( dengan angka ) : Dengan huruf

[® |

(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

o

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI : DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi
Balikpapan, ..........ccevviiiii i PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
WAJIB PAJAK / PENYETOR Tanggal, ....coooovvviviiiiiiii KOTA BALIKPAPAN
~ Namalengkap dan tanda tangan “Nama lengkap stempel dan tanda tangan. "~ Nama lengkap stempel dan tanda tangan ama lengkap stempel dan tanda tangan
wmnsssn ke [T (1] [(T110 (T (1T
Petges Dipenda e PR Ea (0] O] OO0 O] O] OO0 O




CONTOH DOKUMEN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB Lembar 6

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 6

( SSPD-BPHTB ) Untuk Bank yang ditunjuk

/ Bendahara Penerima

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP-PBB)

NO. URUT
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu
At namawajbpaik L | [ [ [ [ [ [T TTT{ITPTTTTIIIITTTITT]
2 NpwP [0 O (T O O] 1T
3. Alamat Wajib Pajak e e ea e e e e nee e e ee e ea e ea e es e e ea e ea e ee e e ee e e e e n e nee e
4 Kelurahan IR R R SORT D B Kecamatan 1 e
7. Kota e e e e e 8. No. Telp. N
B 1 Nomor objek Paiak vorypee [ | | [ [ ] [T T ] [T T ] [CTTT[CTTT] [
2 | etak Tanah dan atau BAMQUIAN  © v e
3 Kelurahan A PP 4. RT P
5. Kecamatan A PP, 6. Kota P
Luas NJOP PEB V2
Uraian Diisi luas tanah dan Bangunan Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOP PBB/ M2
yang haknya diperoleh terbitny a perolehan hak / Tahun
Tanah (Bumi) 7 M2 [ 9|Rp 1L |Rp. [T oY
Bangunan 8 M2 (10fRp 121Rp. [Foas agaT]
NJOP PBB |13(Rp. la—ngm
15. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |:|:|14. Harga transaksi / Nilai Pasar Rp |

16. Nomor Sertifikat

C. PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhitungan Wajib Pajak )
"1, Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan b.14 1 (P> Rp.
"2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2.[p> Rp.
"3, Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angkal-angka2 |3, [P Rp.
"4, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4. (P> Rp.
s, Pengenaan 50 % karena Waris / Hibah Wasiat/ Pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5. [ Rp.
"6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 6. [ Rp.
D. Jumlah Setoran Berdasarkan Untuk disetorkan ke rekening KAS DAERAH gg. BPHTB MAP :

D a. Perhitungan Wajib Pajak
D b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *)  NO.  ...vviviieeieiiieiee e Tanggal © ..ooovviiiiii
|:| c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : |:|:’ % Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan No.

m
JUMLAH YANG DISETOR ( dengan angka ) : Dengan huruf
[ |
(berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D)

*) Coret yang tidak perlu

MENGETAHUI : DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi
Balikpapan, ...........cccooviiiiie i PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
WAJIB PAJAK / PENYETOR Tanggal, ....cvveie e KOTA BALIKPAPAN
~ Namalengkap dan tanda fangan “Nama lengkap stempel dan tanda tangan "~ Nama lengkap stempel dan tanda tangan ama lengkap stempel dan tanda tangan
s koo [T (] [T (T [T
Petigas Dpenda ER PERET (0] OO0 OO0 OO0 O OO O




CONTOH DOKUMEN PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SPPD - BPHTB

~ Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar, lembar Pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukii pembayaran, Lembar kedua diterima PPAT, Lembar ketiga diterima Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan ; Lembar keempat diterima fungsi Pelayanan melalui Wajb Pajak (WP); Lembar kelima diterima Bank yang ditunjuk dan

Lembar keenam diterima Bendaharawan Penerima.
- Isilah SPPD BPHTB ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.

- Gunakan satu SPPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembelian atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARAPENGISIAN :

HURUF A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup jelas.

HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Angka 1 diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT-PBB atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.

Anaka 2 s.d anaka 6 Diisi denaan Letak tanah dan/atau banaunan vana haknva dineroleh.

Angka 7 s.d angka 13 merupakan tabel untuk menghitung NJOP PBB atau atas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh.
pnada kolom anaka 9 dan 10 acar disebutkan Tahun SPPT-PBB saat teriadinva perolehan.
Dalam hal NJOP-PBB belum ditetapkan /belum ada SPPT-PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkan
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP.

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/Nilai Pasar Objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan Kode Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut :

|_Jenis Perolehan Hak | Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode
PEMINDAHAN HAK - Pemasukan dalam perseroan / Badan Hukum lainnya 06 | - Pemekaran Usaha 12
- Jual Beli 01 | - Pemisahan hak yang mengakibatan peralihan 07 | -Hadiah 13
- Tukar Menukar 0 2 | - Penunjukan Pembeli dalam lelang 0 8 | - Perolehan hak Rumah Sederhana Sehatdan RSS melalui 14
- Hibah 0 3 | - Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum | 0 9 | KPR bersubsidi *)
- Hibah Wasiat 04 tetap PEMBERIAN HAK BARU
- Waris 05 | - Penggabungan Usaha 10 | - Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak 15

- Peleburan Usaha 11 1 - Perolehan hak baru diluar pelepasan hak 16

* Dalam hal perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.Sehat/SRH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
No.24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi

(KPR Bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1982 tentang persyaratan Teknis Pembangunan
Rumah Susun.

Angka 16 Diisi dengan nomor Sertifikat atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.

HURUF C  Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SPPD-BPHTB digunakan untuk setoran herdasarkan STPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar atau SKPDB Kurang Bayar Tambahan sebagaimana huruf

D.b atau berdasarkan huruf D.d maka huruf C perlu diisi.

Angka 1 Nilai perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan memperimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi/Nilai pasar objek pajak. Dalam hal harga
transaksi /nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP PBB sebagai dasar perhitungan.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NOPOTKP untuk Kota yang bersangkutan yang ditetapkan Walikota
Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan Daerah setempat

Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPTKP (angka 3) dengan tarif Pajak sebesar 5 % (sesuai Pasal 5 Perda No. 14 Tahun 2010)

HURUFD  Diisidenga memberi tanda "x" pada kolomyang sesuai dengan dasar seorang Wajib Pajak melakukan setoran pajak.

Huruf a.  Jika setoran akan dilakukan sebagaimana hurufc

Huruf b.  Jika setoran dilakukan fidak menaaunakan perhitunaan dihuruf C. tetani menaaunakan Surat Taaihan Paiak Daerah BPHTB (STPD-BPHTB). Surat
Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDB Kurang BayarTambahan)

Huruf ¢.  Jika WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di hururf c, diisi dengan prosentase sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Huruf d.  Jika terdapat dasar/ ketentuan lain selain hurufa, hurufb, hurufc dan huruf d, seperti setoran berdasarkan SKPDB Pembetulan / SKPDB Keberatan/
Putusan Banding/putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera dihuruf C.

BAGAIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatkan HURUF C-4 dan pilihan pada hurufD.

- Jika D-a dipilih, maka jumlah setoran mengunakan C-4.
Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D.b
Jika D-c dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c.
Jika D-d dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan.

CATATAN :  Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang Nihil / Nol, maka WP tetap megisi SSPD-BPHTB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada bagian JUMLAH SETORAN
SSPD-BPHTB Nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris dengan menanda tangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke bank yang ditunjuk /Bendahara Penerima)

Spesifikasi Tekhnis :  Pencetakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam) menggunakan kertas tifis carbonized warna puth dengan ukuran (21,5x33Cm).



CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

FOIA_EALKFARGY

- DINAS PENDAPATAN DAERAH Lampiran Penelitian
JI. Jend. Sudirman No. 1 Telp. 0542 - 421641 Sentral 421500 Ext. 404, 405, 440, 402, 409 SSPD - BPHTB
BALIKPAPAN

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD - BPHTB

Lampiran - 1 (satu)set.
Hal - Penyampaian SSPD-BPHT B untuk diteliti.

Yang bertanda tangan dibawah ini -
NanaWajib Pajak e e e e e e e

N.P.W.P. L] O 1 OO 10 11

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHT B untuk diteliti atas perolehan atas hak Tanah dan / atau Bangunan

N.O.P [ O O] O 1 (1 O

Alamat

Desa / Kelurahan

Kabupaten / Kota

lerlampir Dokumen sebagai berikut :

1). SSPD BPHT B yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD ) / SSPD BPHT B disertai Bukti Penerimaan

Daerah (BPD)¥)

Fotokopy SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB / Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun ................. *)

Fotokopy [dentitas Wajih Pajak DEIUPA. .......ccuuiii i et e e e e et e e e b e e et e
Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

Fotokopy Identitas Kuasa Wajib Pajak **)

Fotokopy Kartu NPWP.

2).
3).
4).
5).
6).

= o2 Lo

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD BPHTB.

Balikpapan, ..........ccoiiiiiiiiii

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu
**)  dalam hal dikuasakan

PENELITIAN

Setelah melakuklan pemeriksaan dan penelitian SSPD-BPHT B dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak dengan ini kami menyatakan bahwa :

Data Objek Pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHT B telah sesuai
Nilai BPHT B terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHT B telah sesuai
Dokumen pendukung perolehan hak atas Tanah / dan Bangunan telah lengkap.

Balikpapan, ..........ccooiiiiiiiiiii i

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE






